
 

 P E M E R I N T A H  K O T A  B O N T A N G 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
Jl. M.H. Thamrin RT.05 No.14 Telp. (0548) 2130,21152 Fax. (0548) 21152 

 

 

NOTULEN RAPAT 
 
Hari   : Rabu 

Tanggal  : 03 Agustus 2022 

Waktu  : 09.00 Wita s/d selesai 

Tempat  : Rapat Zoom 

Agenda  :  Pembahasan Raperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 

 
 
➢ Peserta Rapat : 

  

1. Kepala Bapenda 

2. Kabid P3O 

3. Kanwil Kemenkumham 

4. Dinas PUPR 

5. Bagian Hukum 

 

 
➢ Materi Pembahasan Pembahasan Raperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) : 

Moderator 

- Kasubid P3O (Muhammad Ridwan, ST. M,Si ) 

1. Sesuai PP 16 Seluruh Provinsi diminta agar segera Menyusun Perda yang mengatur 

Pajak dan Retribusi Daerah agar digabung menjadi satu. 

2. Bagi daerah yang belum memiliki perda diberi jangka waktu 2 tahun yang belum memiliki 

perda baru bisa memakai perda lama batas waktu sampai 5 januari 2024, tahun 2022 mau 

tidak mau berusaha keras pembuatan perda baru. 

3. Kerja sama dengan Kemenkumham untuk pembahasan penggabungan perda pajak 

daerah & retribusi daerah 

 

➢ Pembahasan Pembahasan Raperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): 

 

➢ Kabid P3O (Vinson, S.STP)  

 
- Membahas Raperda Daerah kurunan dari UU HKBP Nomor 1 tahun 2022 

- Informasi dari PUPR Draft Perda terkait PBG sedang berjalan mohon diinformasikan 

kerja sama untuk penyusunan naskah akademiknya. 

- Terkait Perda PBG dari PUPR terdiri 12 Pasal beserta lampiran sedangkan draft 

Perda yang kita susun dari Kanwil Kemenkumham Hal-hal terkait PBG terdiri 4 pasal 

(progres draft perda disesuaikan & didiskusikan bersama) 

 



 

 

      2.  Kanwil Kemenkumham ( Bu Nurul) 

 

       -  Saran Draft Raperda Retribusi PBG dijadikan satu saja atau digabung terkait 

pasal-pasal yang ada di dalamnya di Retribusi Pajak yang sudah dibuat isi 

pasalnya mau dibahas mau diikuti di draft awal atau draft kedua ini yang mau 

dibahas kami serahkan pelaksana,untuk Retribusi PDRD sudah ada di dalam 

Raperda tersebut. 

       - Untuk pertama kali percetakan sertifikat percetakan tidak berbayar tetapi pada 

saat hilang (cetak ulang) ada biaya pemungutan percetakannya ( jawaban untuk 

Pak Eko – DPUPR) 

 

 3.   Dinas PUPR ( Pak Eko ) 

 

- Terkait batang tubuh Perda Retribusi PBG selama ini kita mengikuti batang 

tubuh dari Retribusi yang diterbitkan Menteri Keuangan PUPR mengikuti acuan 

yang sudah berlaku terkait pembahasan pasal-pasalnya, yang kita cermatin di 

harga satuan rertribusi perhitungannya akan kita lebih kuatkan dari beberapa 

daerah lain yang sudah membuat Retribusi PBG kendala -kendalanya kami 

sharing,masukkan kami jadi pertimbangan di angka-angka yang ada di retribusi 

dan disesusaikan daerah,lebih menguatkan perhitungannya kalau dari PUPR. 

- Untuk nominalnya secara umum lebih kecil bangunan rumah tinggal tapi pada 

bangunan tertentu retribusi nilainya tinggi ( Jawaban untuk Bu Muldiana – Bagian 

Hukum)  

- Perda Retribusi PBG di Samarinda yang diberikan ke kami ada biaya percetakan 

PBG & SLF belum kami masukkan, adakah dasar pemungutannya (Pertanyaan 

untuk Bu Nurul -Kanwil Kemenkumham ) 

  

      4. Bagian Hukum Perancang Perundang-Undangan (Bu Muldiana) 

- Bahwa pada prinsipnya setuju dengan Kemenkumham terkait Raperda digabung 

jadi satu Raperda saja. 

- Untuk Retribusi PBG apakah nominalnya berubah atau menggunakan 

besarannya berbeda (pertanyaan untuk Pak Eko – DPUPR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

➢ Kesimpulan : 

  
1. Terkait dengan alasan tersebut dari beberapa OPD tentang dasar-dasar tarif 

pertimbangan raperda harus disiapkan masing-masing OPD yang memungut Retribusi 

terkait supaya bapenda bisa menjawab dasar tarif perhitungannya. 

2. Terkait Kajian tersebut di masing-masing OPD sudah disampaikan tapi ada 

keterbatasan tapi akan ditinjau ulang ke OPD masing-masing. 

3. Kanwil Kemenkumham menunggu progress Kajian Draft Raperda dari Kota Bontang 

4. Penjelasan dari Kanwil Kemenkumham sudah disampaikan ke Menkeu bahwa Naskah 

Penjelasan dan Naskah Akademik sama hanya terkait sistematika saja. 

5. Berupaya proses pembahasan pembuatan Raperda PBG ini agar berjalan lancar  

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Badan,         Notulis, 

 

 

 

 

Rafidah,SE,M.Si        Yongen Yankies Van Sluys 

NIP.19700323 200112 2 003        

 
 
 

 

 

 

 


